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ABSTRAK 

The object of land acquisition for construction of the Bener Dam has not 

been fully acquired, so the contractor makes a land lease agreement with the 

party entitled to carry out the construction. The impact of the construction 

(blasting activity) resulting environmental damages. The purpose of this study is 

to find out the implementation of land leasing and study of the environment. 

This study uses a qualitative method with a descriptive approach, which 

explains the implementation of land leases and study of feasibility about a damage 

that caused on the environment. Researchers conduct analysis using land 

acquisition regulations and the feasibility study on planning documents. All data 

will be collected from observation, document study, and an interview with 

interviewees using purpose sampling technique. 

The result: first, regulations regarding land acquisition do not regulate land 

leases. The resulted the party entitled to receive double funds from compensation 

and rent from the contractor. Second, the blasting activity is in accordance with 

the feasibility study, but it still causes environmental damage so that the explosive 

power is reduced. The solution given is the agency that requires land to make a 

backup plan and routine evaluation to determine the suitability of the activity plan 

with its implementation. 

Keyword: Land Acquisition, Land Leasing, Environmental Damage. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sebanyak 

65 (enam puluh lima) waduk dan bendungan terbangun pada periode 2015-

2022. Pelaksanaan pembangunan setiap waduk dan bendungan tersebut 

diperkirakan selesai dalam waktu 5 (lima) tahun. Hingga tahun 2017, 

Kementerian PUPR telah membangun 39 (tiga puluh sembilan) bendungan, 

dan pada tahun 2018 ditargetkan selesai 8 (delapan) bendungan. Pada tahun 

2019 ditargetkan 11 (sebelas) bendungan yang selesai dibangun, sementara 

sisanya ditargetkan selesai pada tahun 2022. Salah satu bendungan yang 

termasuk dalam proyek strategis nasional yang masih berjalan hingga kini 

adalah Bendungan Bener yang dibangun di Kabupaten Purworejo, Provinsi 

Jawa Tengah. Bendungan Bener merupakan bendungan tertinggi di 

Indonesia yang difungsikan untuk keperluan irigasi, penyediaan air baku, 

dan energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan 

bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100,94 m3 dan 

diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar, mengurangi debit 

banjir sebesar 210 m3/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 

m3/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW (Akmal, 2014). 

Pembangunan Bendungan Bener tersebut seperti halnya 

pembangunan strategis nasional yang lain, yakni memerlukan tanah dan 

memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam untuk memperlancar proses pembangunan. 

Lebih lanjut, Akmal (2014) mengatakan bahwa bendungan ini memerlukan 

tanah seluas lebih kurang 462,22 hektar (4.622.170,50 m2) meliputi 3.483 

bidang tanah. Demi mencukupi kebutuhan tanah tersebut, negara dapat 

mengambil tanah dengan membayar semestinya kepada yang berhak 
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(Tauchid 2009, 355). Pengambilan tanah oleh pemerintah dari pihak yang 

berhak atau masyarakat disebut sebagai pengadaan tanah. 

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 

Berpedoman pada peraturan tersebut, Puspasari dan Sutaryono (2017, 96) 

menyatakan bahwa pengadaan tanah yang dilakukan mengacu pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah, dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah. Proyek 

Bendungan Bener telah lolos pengujian geologi, uji Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Land Acquisition and Resettlement 

Action Plan (LARAP). Demikian halnya pengadaan tanah untuk proyek 

Bendungan Bener diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 

Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Purworejo Tahun 2011-2031 (Wardani, 2019).  

Proyek Bendungan Bener kini berada pada tahapan pelaksanaan. 

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Purworejo sudah melakukan pengukuran tanah dalam rangka 

menuju pembebasan tanah yang dilakukan secara bertahap. Tim penilai 

tanah juga telah melakukan penilaian tahap pertama dan kedua, kemudian 

hasil dari penilaian tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak 

yang berhak pada tanggal 9 Desember 2019 (Udi, 2019). Akan tetapi pada 

saat tahapan pelaksanaan tersebut masih berjalan serta untuk mempercepat 

terselesainya proyek, maka diadakan pengerukan tanah terlebih dahulu 

untuk memulai pembangunan bendungan.  

Studi kasus pada proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan Waduk Leuwikeris, menurut Dewi (2016, 131), menyatakan 

bahwa pembangunan Waduk Leuwikeris mendapat dukungan dari 

masyarakat. Akan tetapi, pemberian ganti rugi yang tertunda menyebabkan 

pihak yang berhak menjadi kecewa. Di sisi lain, masyarakat tidak berani 

mengolah tanahnya sehingga mereka tidak memiliki penghasilan selama 



3 

 

berbulan-bulan. Oleh karena itu, seharusnya pihak yang berhak 

diperbolehkan mengolah tanahnya selama belum ada pembayaran ganti 

kerugian. Kasus pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Leuwikeris 

hampir serupa dengan proyek Bendungan Bener. Masyarakat sekitar dan 

pihak yang berhak mendukung adanya pembangunan bendungan tersebut. 

Perbedaannya, pada proyek Bendungan Bener telah diadakan pembangunan 

terlebih dahulu sehingga pihak yang berhak tidak dapat mengolah tanah 

mereka yang sebagian besar merupakan kebun/ladang. Sementara itu, ganti 

kerugian belum diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah. 

Ketertundaan ganti kerugian serta hilangnya mata pencaharian dapat 

menjadi masalah bagi pemerintah. Keadaan ini dapat mengakibatkan 

kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pihak yang 

berhak. Tentunya hal ini melanggar asas keadilan bagi pihak yang berhak 

(Indriyana 2019, 101-103). Keterpisahan masyarakat dengan aset agraria 

dapat dikatakan sebagai suatu krisis agraria, yakni suatu keadaan dimana 

sumber-sumber agraria tidak dapat dijadikan sumber penghidupan dan 

sumber kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah ini 

harus menjalankan semua asas pengadaan tanah agar meminimalisir dampak 

negatif mengenai kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat 

(Winoto 2008, 18).  

Menurut Kepala Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten 

Purworejo menyatakan bahwa selama warga menunggu pembayaran ganti 

rugi, tanah yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener 

dilakukan sewa menyewa (Smn, 2019). Adanya sewa menyewa tanah antara 

lain bermaksud supaya dapat melakukan pembangunan terlebih sebelum 

diberikannya uang ganti kerugian. Ketika nilai ganti kerugian diberitahukan 

pada pertengahan Desember 2019, pihak yang berhak menolak besaran 

ganti kerugian yang dinilai terlalu murah. Akibatnya, ada salah satu pihak 

yang berhak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo. 

Pada Februari 2020, Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan besaran 

ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun, karena keputusan dari 
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Pengadilan Negeri Purworejo dinilai terlalu tinggi, maka tergugat akan 

mengajukan kasasi atas keputusan tersebut. Permasalahan tersebut 

mengakibatkan pemberian ganti kerugian masih tertunda. Menurut beberapa 

pihak yang berhak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tanah 

menyebutkan bahwa uang sewa menyewa tersebut dianggap mampu untuk 

membantu kehidupan sehari-hari. Namun, kegiatan sewa menyewa tanah 

tidak tercantum dalam aturan-aturan tentang pengadaan tanah. Pada tahapan 

pengadaan tanah yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan 

penyerahan, didalamnya tidak menyebutkan adanya aturan sewa menyewa 

sebelum pemberian ganti kerugian. Mengenai anggaran untuk pengadaan 

tanah, dana ditujukan untuk pembiayaan dana perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta 

sosialisasi. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai kebijakan sewa menyewa 

tanah hingga pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian.  

Pembangunan bendungan ini juga memunculkan permasalahan 

terhadap masyarakat di sekitar lokasi proyek. Akibat dari pembuatan jalan 

baru ke lokasi proyek, beberapa masyarakat sekitar lokasi mengeluhkan 

mengenai kerusakan lingkungan yang mereka alami. Pembuatan jalan baru 

ke lokasi proyek yang dilakukan dengan cara menghancurkan batu-batu 

besar (blasting) mengakibatkan kerusakan atau keretakan bangunan pada 

rumah-rumah warga sekitar, polusi udara, serta kebisingan. Hal ini tentunya 

menjadikan pertanyaan terhadap studi kelayakan mengenai kajian 

lingkungan yang dilakukan pada tahapan perencanaan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin meneliti mengenai 

kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada proyek Bendungan Bener 

terhadap peraturan perundangan serta kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan dari pembangunan bendungan tersebut yang dikaitkan dengan 

studi kelayakan pada tahapan perencanaan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Problematika Pengadaan Tanah 

untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo 

Provinsi Jawa Tengah”. 
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B. Perumusan Masalah 

Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi 

Jawa Tengah menimbulkan beberapa permasalahan pada tahapan 

pelaksanaan pengadaan tanah. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan 

karena ganti kerugian belum diberikan, sementara pembangunan harus 

segera terselesaikan, maka terjadilah perjanjian sewa menyewa tanah 

dengan pihak yang berhak. Hal tersebut perlu dilakukan pengkajian 

terhadap peraturan perundangan tentang pengadaan tanah sehingga dapat 

diketahui sesuai atau tidaknya kebijakan tersebut. 

Permasalahan lain akibat dari pembangunan bendungan tersebut, 

yakni masyarakat sekitar lokasi proyek mengeluhkan kerusakan-kerusakan 

yang terjadi pada sekitar lokasi. Pembuatan jalan baru menuju lokasi dengan 

cara menghancurkan batu-batu besar membuat rumah warga menjadi rusak, 

polusi udara, dan menimbulkan kebisingan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilaksanakan penelitian 

untuk meneliti mengenai kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada 

proyek Bendungan Bener terhadap peraturan perundangan serta kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan bendungan tersebut yang 

dikaitkan dengan studi kelayakan pada tahapan perencanaan pada 

pembangunan Bendungan Bener. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: 

a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sewa menyewa 

tanah terkait dengan peraturan mengenai pengadaan tanah pada 

pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. 

b. Mengetahui dan menganalisis kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan terkait studi kelayakan pada tahapan perencanaan pada 

pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. 
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2. Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) segi, yaitu segi akademis dan 

segi praktis: 

a. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kajian yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan masukan mengenai kebijakan yang 

diambil dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum terkait peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah serta 

memberikan kajian mengenai kerusakan lingkungan yang timbul 

terkait dengan studi kelayakan pada dokumen perencanaan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

langsung serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai 

pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten 

Purworejo. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai masukan atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang 

melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. 

2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 

Nasional 

Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN 

untuk mengkaji atau mengevaluasi kebijakan yang diambil 

dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah terkait dengan 

peraturan mengenai pengadaan tanah agar dapat berjalan sesuai 

dengan aturan yang berlaku serta meminimalisir permasalahan 

yang muncul akibat pembangunan. 

3) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan tanah dan kebijakan 

yang diambil serta mampu meminimalkan kerusakan lingkungan 

yang ditimbulkan. 
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BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan sewa menyewa tanah dan 

kerusakan lingkungan di Bendungan Bener, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan sewa menyewa tanah yang terjadi pada pembangunan Bendungan 

Bener dilakukan antara PT Waskita Karya Tbk selaku kontraktor dengan 

pihak yang berhak. Perjanjian tersebut dilakukan karena pihak yang berhak 

belum mendapat ganti kerugian dan melakukan pelepasan hak, sementara 

pembangunan harus dilaksanakan terkait kontrak kerja antara kontraktor 

dengan BBWS SO. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kegiatan antara tahap 

pelaksanaan pengadaan tanah dengan pembangunan bendungan. Adanya 

perjanjian tersebut membuat pihak yang berhak menerima dana ganda, yakni 

dari uang ganti kerugian dan dana sewa menyewa tanah dari kontraktor.  

2. Sewa menyewa tanah pada pengadaan tanah Bendungan Bener merupakan 

kegiatan yang tidak termuat dalam peraturan perundangan tentang pengadaan 

tanah. Pembangunan yang dilakukan sebelum tahap penyerahan hasil 

memiliki resiko dapat direbutnya kembali obyek pengadaan tanah oleh pihak 

yang berhak karena status kepemilikan belum beralih. Selain itu, 

ketidakpastian waktu pelepasan hak membuat perjanjian sewa menyewa tanah 

dapat berlangsung lebih lama dan membuat pengeluaran dana yang lebih besar 

atau terhentinya pekerjaan pembangunan. 

3. Meskipun kegiatan peledakan (blasting) telah lolos uji geologi, tercantum 

pada AMDAL dan sesuai SOP, namun masih menimbulkan kerusakan. Oleh 

karena itu, untuk mengurangi kerusakan tersebut maka dilakukan pengurangan 

daya ledak. Pihak kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut 

dengan mengeluarkan biaya eksternal untuk memperbaiki rumah/bangunan 

warga yang rusak atau retak. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya pelaksanaan pengadaan tanah tetap mengikuti tahapan sesuai 

dengan peraturan perundangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari. 

2. Instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan evaluasi secara berkala, 

misalnya 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali untuk mengetahui 

kegiatan pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan perencanaan atau tidak. 

3. Instansi yang memerlukan tanah maupun pihak yang berkepentingan 

sebaiknya membuat perencanaan cadangan (Plan B) untuk mengantisipasi 

kemungkinan dampak lain yang muncul yang belum tertuang pada dokumen 

perencanaan. 
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